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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 52/PMK.04/2019 

TENTANG 

IMPOR SEMENTARA ATAU EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR 

MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka 

negara kesatuan, Pemerintah bermaksud mendorong 

pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah 

perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

ekonomi masyarakat di daerah perbatasan; 

b. bahwa sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan 

perekonomian masyarakat di daerah perbatasan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan 

meningkatkan pelayanan atas pemasukan dan pengeluaran 

kendaraan bermotor melalui lintas batas negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) dan 

Pasal 25 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor 
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Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor 

melalui Pos Pengawas Lintas Batas; 

 

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4661); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPOR 

SEMENTARA ATAU EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN 

BERMOTOR MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara 

yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah 

Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah 

Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di 

kecamatan. 

2. Pos Pengawas Lintas Batas yang selanjutnya disebut Pos 

Pengawas Lintas Batas adalah tempat yang ditunjuk 

pada perbatasan wilayah negara untuk memberitahukan 

dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang 

yang dibawa melalui lintas batas negara. 

3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

kendaraan yang berjalan di atas rel. 
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4. Impor Sementara Kendaraan Bermotor adalah 

pemasukan Kendaraan Bermotor ke dalam daerah 

pabean melalui Pos Pengawas Lintas Batas yang benar-

benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam 

jangka waktu tertentu. 

5. Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor adalah ekspor 

yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka 

waktu tertentu atas kendaraan bermotor melalui Pos 

Pengawas Lintas Batas. 

6. Kendaraan Bermotor untuk Penggunaan Pribadi adalah 

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan oleh 

orang yang bersangkutan yang tidak termasuk 

Kendaraan Bermotor untuk penggunaan komersial. 

7. Kendaraan Bermotor untuk Penggunaan Komersial 

adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk 

pengangkutan orang dengan memungut bayaran atau 

pengangkutan barang komersial dan industri, baik 

dengan memungut bayaran atau tidak. 

8. Pemberitahuan Kendaraan Bermotor (Vehicle Declaration) 

yang Melalui Pos Pengawas Lintas Batas yang selanjutnya 

disebut dengan Vehicle Declaration adalah pemberitahuan 

pabean yang digunakan saat: 

a. impor sementara dan sekaligus digunakan saat 

diekspor kembali; atau 

b. ekspor dan sekaligus digunakan saat impor kembali, 

sekaligus sebagai jaminan tertulis atas bea masuk dan 

pajak dalam rangka impor yang terutang atas Kendaraan 

Bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas.  

9. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat 

SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor 

pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan 

kepabeanan. 

10. Hari adalah hari kalender. 

11. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai. 
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13. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 

14. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 

kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Kepabeanan. 

 

BAB II 

IMPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI POS 

PENGAWAS LINTAS BATAS 

 

Bagian Kesatu 

Impor Sementara Kendaraan Bermotor 

 

Pasal 2 

(1) Importir dapat mengeluarkan Kendaraan Bermotor 

melalui Pos Pengawas Lintas Batas ke dalam daerah 

pabean dengan menggunakan mekanisme Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor dengan ketentuan: 

a. Kendaraan Bermotor terdaftar atau teregistrasi di 

negara asing;  

b. Kendaraan Bermotor dimiliki atas nama warga 

negara asing;  

c. Kendaraan Bermotor diimpor dan dikendarai oleh 

pemilik Kendaraan Bermotor atau kuasanya; 

d. Kendaraan Bermotor mendapatkan persetujuan 

ekspor atau sejenisnya dari otoritas yang berwenang 

di negara asing; 

e. Kendaraan Bermotor memiliki jumlah minimal 

bahan bakar saat impor sebanyak ¾ (tiga per empat) 

kapasitas tangki normal bahan bakar; dan 

f. importir dan/atau Kendaraan Bermotor tidak 

memiliki Vehicle Declaration yang belum 

diselesaikan. 
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(2) Dalam hal Kendaraan Bermotor diimpor oleh warga 

negara Indonesia yang mendapat kuasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, warga negara Indonesia 

tersebut merupakan: 

a. permanent resident (penduduk tetap) di negara 

asing; 

b. tenaga kerja di negara asing; atau 

c. pelajar di negara asing. 

(3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab sepenuhnya atas bea masuk dan 

pajak dalam rangka impor yang terutang atas Impor 

Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Pengawas 

Lintas Batas. 

(4) Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) yaitu: 

a. Malaysia dan Brunei Darussalam, dalam hal 

Kawasan Perbatasan berada di provinsi Kalimantan 

Barat dan Kalimantan Utara; 

b. Republik Demokratik Timor Leste, dalam hal 

Kawasan Perbatasan berada di provinsi Nusa 

Tenggara Timur; atau 

c. Papua Nugini, dalam hal Kawasan Perbatasan 

berada di provinsi Papua. 

(5) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa: 

a. Kendaraan Bermotor untuk penggunaan pribadi; 

atau 

b. Kendaraan Bermotor untuk penggunaan komersial. 

(6) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hanya dapat digunakan di provinsi yang di dalamnya 

terdapat Pos Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan 

Kendaraan Bermotor. 

(7) Untuk Kendaraan Bermotor terdaftar di Republik 

Demokratik Timor Leste, daerah yang di dalamnya 

terdapat Pos Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan 

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) yaitu Pulau Timor.  


